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Nomor :    
Lampiran :   1 (satu) berkas 
Hal :   HarmonisasiHasilPenyampaian PeraturanRancangan Menteri 

Ketenagakerjaan 
 
Yth. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Ketenagakerjaan 
di- 

Jakarta 

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor B-
1/115/HK.02/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Permohonan 2 (dua) Rancangan Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah 
melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
atas: 

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan   

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan: 

TELAH SELESAI HARMONISASI. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal 
Kementerian Ketenagakerjaan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses 
penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan 
Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat 
selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan 
pengundangan atau materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses 
Harmonisasi kembali. 

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik. 
 
Direktur Jenderal 
Peraturan Perundang-undangan, 

 
 

 
 

 
  

Jakarta, 12 Maret 2025
PPE.PP.01.05-988

Dr. Dhahana Putra 
 
 
Tembusan : 
1.  Menteri Hukum; 
2. Wakil Menteri Hukum; 
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan 
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum. 






